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PROSPEKTUS RINGKAS
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN 
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI 
HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN 
PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN 
SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN 
MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG 
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB 
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM 
PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7   

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410

Telepon: (021) 530 7950   
Faksimile: (021) 530 8930

E-mail: investor-relations@capcx.com
Situs Web: http://www.chandra-asri.com

Pabrik Perseroan:
Jl. Raya Anyer Km. 123

Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447

Banten

Pabrik SMI:
Desa Mangunreja

Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456

Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

(“OBLIGASI”)
Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C, diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, di mana memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki 
seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 
3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 
26 Agustus 2023; 

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 
5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu  
26 Agustus 2025; dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 
7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C 
yaitu 26 Agustus 2027.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran 
Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 November 2020, sedangkan pembayaran Bunga 
Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 26 
Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 26 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG 
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN 
KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA 
HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-
HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN 
ADA DI KEMUDIAN HARI.

Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN 
PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN 
MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI 
ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA 
(“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI 
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

idAA- (Double A Minus)
Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI 
PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. 

Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN 
UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI:

PT BCA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
WALI AMANAT:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020 

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal : 16 – 30 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Efektif : 13 Agustus 2020
Perkiraan Masa Penawaran : 18 – 19 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 24 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesan : 26 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 26 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 27 Agustus 2020

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk 
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. 
Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang 
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya 
Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi 
Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek 
atau Bank Kustodian.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Satuan pemindahbukuan dari satu 
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya 
dengan bunga tetap untuk masing-masing seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan 
tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) 
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan 
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 26 Agustus 2023;

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan 
tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) 
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh 
akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 26 Agustus 
2025; dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan 
tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) 
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan 
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 26 Agustus 2027.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga 
Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, 
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 
tanggal 26 November 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan 
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal                  
26 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 26 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B, dan 
tanggal 26 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh 
(bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi 
Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 
(satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap 
triwulanan. 
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis 
pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan 
Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga 
Ke

Tanggal Pembayaran
Seri A Seri B Seri C

1 26 November 2020 26 November 2020 26 November 2020
2 26 Februari 2021 26 Februari 2021 26 Februari 2021
3 26 Mei 2021 26 Mei 2021 26 Mei 2021
4 26 Agustus 2021 26 Agustus 2021 26 Agustus 2021
5 26 November 2021 26 November 2021 26 November 2021
6 26 Februari 2022 26 Februari 2022 26 Februari 2022
7 26 Mei 2022 26 Mei 2022 26 Mei 2022
8 26 Agustus 2022 26 Agustus 2022 26 Agustus 2022
9 26 November 2022 26 November 2022 26 November 2022

10 26 Februari 2023 26 Februari 2023 26 Februari 2023
11 26 Mei 2023 26 Mei 2023 26 Mei 2023
12 26 Agustus 2023 26 Agustus 2023 26 Agustus 2023
13 26 November 2023 26 November 2023
14 26 Februari 2024 26 Februari 2024
15 26 Mei 2024 26 Mei 2024
16 26 Agustus 2024 26 Agustus 2024
17 26 November 2024 26 November 2024
18 26 Februari 2025 26 Februari 2025
19 26 Mei 2025 26 Mei 2025
20 26 Agustus 2025 26 Agustus 2025
21 26 November 2025
22 26 Februari 2026
23 26 Mei 2026
24 26 Agustus 2026
25 26 November 2026
26 26 Februari 2027
27 26 Mei 2027
28 26 Agustus 2027

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. 
Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- 
(lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi 
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku 
Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan 
konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang 
Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang 
telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka 
pembayaran harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan 
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun 
yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang 
obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik 
yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin 
secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di 
kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Obligasi
Berdasarkan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan 
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat 
hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-687/PEF-DIR/VI/2020 tanggal 4 
Juni 2020, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

idAA- 
(Double A Minus)

Hasil pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode 4 Juni 2020 sampai dengan 1 Juni 2021. 
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga 
pemeringkat.
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun 
sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Nomor IX.C.11.
Penyisihan Dana (Sinking Fund)
Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil 
pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis 
oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari 
penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Institutional Banking Division (IBD)
Menara Bank BTN, Lantai 18

Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789 ext. 1847
E-mail: trustee.btn@gmail.com

Situs Web : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Capital Market Department

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung 
jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat 
diri bahwa: 
1.	 Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt 

covenants) adalah sebagai berikut: 
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 

	 a.	 Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan 
bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan 
usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal 
yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) 
semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain 
yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving 
company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka 
seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus; 

	 b.	 Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
	 c.	 Menjaminkan atau membebani aset Perseroan, sehubungan dengan perolehan 

pinjaman sesuai ketentuan poin h di bawah ini, kecuali perolehan pinjaman yang 
mendasari pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan 
rasio keuangan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

	 d.	 Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
	 1.	 pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum 

ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
	 2.	 pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan 

atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan 
Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan 
jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang 
setara dengan US$10.000.000,- (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); dan

	 3.	 pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas 
Anak;

	 4.	 pinjaman antar Entitas Anak;
	 5.	 uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan 

diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang 
wajar (arm’s length); atau

	 6.	 Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang 
Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal 
Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir. 

		  Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap 
Perusahaan Yang Dikecualikan.
Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang 
memenuhi seluruh kriteria berikut ini: (i) merupakan suatu perseroan terbatas; (ii) 
yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: 
(a) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara 
kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (b) utang 
pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang 
tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; dan (iii) 
yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.

	 e.	 Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali: 
	 1.	 Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
	 2.	 Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih 

baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
	 3.	 Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan 

syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran 
kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan; 

	 4.	 Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota Grup (baik dalam satu transaksi 
atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan 
dengan syarat yang wajar (arm’s length); 

	 5.	 Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam 
kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi 
utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang 
subordinasi dan pelunasan utang tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif 
yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) 
Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;

	 6.	 Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah 
yang setara dengan US$10.000.000,- (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dalam 
satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva 
tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US$50.000.000,- (lima 
puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif 
terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;

	 f.	 Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang 
petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

	 g.	 Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok 
Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan; 

	 h.	 Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari 
pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang 
diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) 
perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar 
rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin 3.m di bawah ini.

2.	 Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas akan 
diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

	 a.	 permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; 
	 b.	 Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/

dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan 
persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh 
Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan 
tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen 
pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan 
persetujuannya; dan 

	 c.	 Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka 
persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 
(sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima 
secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut 
Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali 
Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3.	 Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk: 
	 a.	 Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
	 b.	 Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, 

pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga 
Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI sesuai ketentuan 
KSEI;

	 c.	 Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal 
Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai 
dengan ketentuan angka 3.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda 
sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. 
Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal 
Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah 
Terutang tersebut dibayar sepenuhnya; 

	 d.	 Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan 
dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya 
Obligasi yang dimilikinya; 

	 e.	 Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas 
dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan 
kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan 
usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-
izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk 
menjalankan kegiatan usaha utamanya; 

	 f.	 Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan 
memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan 
dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan 
secara konsisten; 

	 g.	 Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting 
pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka 
pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya 
sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang 
dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan 
ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;

	 h.	 Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, 
administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak 
Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau 
Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-
raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia 
di website Perseroan; 

	 i.	 Menyerahkan kepada Wali Amanat sepanjang informasi tersebut di bawah tidak 
tersedia di website Peseroan:

	 1.	 Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam 
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan 
kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang 
perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib 
menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan 
dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari 
Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan; 

	 2.	 laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

	 j.	 Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara 
asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan 
Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik 
dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum 
pada bisnis yang sejenis; 

	 k.	 Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja 
Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan 
atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang 
dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan 
Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis 
terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja 
sebelum kunjungan dilakukan; 

	 l.	 Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik; 
	 m.	 Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi 

Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di 
OJK yaitu memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan 
bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);

	 n.	 Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang 
ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan 
harus atau akan tunduk kepadanya; 

	 o.	 Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan 
Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-
lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi; 

	 p.	 Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan 
pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;

	 q.	 Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut 
pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan 
sehubungan dengan pemeringkatan;

	 r.	 Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, 
langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk 
menghindari keragu-raguan pemegang saham utama Perseroan adalah PT Barito 
Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited;

	 s.	 Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di 
bawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka 
Perseroan wajib mencadangkan sinking fund sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga 
Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.

Kelalaian Perseroan 
Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu 
atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
a.	 Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran 

Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

b.	 Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu 
perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US$10.000.000 (sepuluh juta 
Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan 
konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (cross default) yang berupa pinjaman atau 
kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah 
yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi 
dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar 
kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

c.	 Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang 
dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat 
hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang 
menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau

d.	 Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila 
dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau

e.	 Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih 
dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah 
mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau 
seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau

f.	 Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan 
peradilan yang berwenang; atau

g.	 Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau

h.	 Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan 
informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
a.	 Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus 

paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali 
Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan 
keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan 
tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b.	 Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus 
dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang 
berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 
60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat 
tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c.	 Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus 
dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang 
berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 
45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat 
tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada 
Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasionaI dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.
Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang 
ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan 
meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan 
dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap 
Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada 
Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat 
dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan 
penagihan kepada Perseroan.
Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan 
yang bersangkutan.
Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili 
kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan 
bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan 
tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan 
sendirinya.
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) 
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan 
keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan 
Bursa Efek.
1.	 RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
	 a)	 mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi 

mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, 
perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana 
pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan 
memperhatikan POJK No. 20/2020;

	 b)	 menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan 
pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas 
suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau 
untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; 

	 c)	 memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut 
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; 

	 d)	 mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi 
termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya 
kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan 
dalam POJK No. 20/2020; dan 

	 e)	 mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan 
atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara RepubIik Indonesia.

2.	 RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
	 a)	 Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling 

sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak 
termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi 
tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan 
permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan 
melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang 
diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki 
oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat 
akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. 
Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat 
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

	 b)	 Perseroan;
	 c)	 Wali Amanat; atau
	 d)	 OJK.
3.	 Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (a), poin (b), dan poin (d) wajib 

disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari 
Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib 
melakukan panggilan untuk RUPO. 

4.	 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk 
mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan 
penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 
(empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 

5.	 Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO. 
	 a)	 Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 

Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. 

	 b)	 Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum 
RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional. 

	 c)	 Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari 
Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa 
RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. 

	 d)	 Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: 
	 1)	 tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
	 2)	 agenda RUPO;
	 3)	 pihak yang mengajukan usulan RUPO;
	 4)	 Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
	 5)	 kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan 

RUPO.
	 e)	 RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari 

Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya. 
6.	 Tata cara RUPO
	 a)	 Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak 

menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi 
yang dimilikinya. 

	 b)	 Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum 
tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI. 

	 c)	 Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada 
Wali Amanat. 

	 d)	 Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut 
tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal 
penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan 
dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan 
dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-
tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggaI 
pelaksanaan RUPO. 

	 e)	 Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara 
dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai 
hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. 

	 f)	 Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor 
KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. 

	 g)	 Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan 
tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena 
kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

	 h)	 Sebelum pelaksanaan RUPO:
	 -	 Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari 

Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat 
pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan 
Afiliasinya;

	 -	 Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO 
berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai 
apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan 
Perseroan.

	 i)	 RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati 
antara Perseroan dan Wali Amanat. 

	 j)	 RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
	 k)	 Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk 

Notaris untuk membuat berita acara RUPO. 
	 l)	 Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, 

maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta 
diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta 
diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi 
RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7.	 Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 (g) di atas, kuorum dan 
pengambilan keputusan: 

	 a)	 Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian 
Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas diatur sebagai berikut: 

	 1)	 Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

	 (a)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 

	 (b)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

	 (c)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah 
Obligasi yang hadir dalam RUPO. 

	 (d)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. 

	 (e)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
Obligasi yang hadir dalam RUPO. 

	 2)	 Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib 
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

	 (a)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 
bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 

	 (b)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

	 (c)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
Obligasi yang hadir dalam RUPO.

	 (d)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

	 (e)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
Obligasi yang hadir dalam RUPO.

	 3)	 Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

	 (a)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

	 (b)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

	 (c)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
Obligasi yang hadir dalam RUPO.

	 (d)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

	 (e)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi 
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
Obligasi yang hadir dalam RUPO.

	 b)	 RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, 
dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

	 (1)	 dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 
bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil 
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir daIam RUPO.

	 (2)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

	 (3)	 RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau 
diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir 
dalam RUPO.

	 (4)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak 
tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

	 (5)	 RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi 
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang 
masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
berdasarkan keputusan suara terbanyak.

	 (6)	 dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, 
maka dapat diadakan RUPO yang keempat.

	 (7)	 RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau 
diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh 
OJK atas permohonan Wali Amanat.

	 (8)	 pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.

8.	 Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan 
kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut 
diterima Perseroan. 

9.	 Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.
10.	 Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, 

karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-
keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai addendum Perjanjian 
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru 
berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan 
dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11.	 Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman 
hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12.	 Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas 
Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan 
perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara 
pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak 
untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya 
sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika 
RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian 
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung 
untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu 
menyelenggarakan RUPO.

13.	 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO 
dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali 
Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14.	 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal tersebut yang berlaku.

Hak-Hak Pemegang Obligasi 
1.	 Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan 

yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok 
Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang 
wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan 
harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang 
dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2.	 Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan 
ketentuan KSEI yang berlaku.

3.	 Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal 
Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan 
poin 3 huruf b dalam bagian “Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban 
Perseroan” sebagaimana disebutkan di atas, maka Perseroan harus membayar Denda 
sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda 
tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga 
Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar 
sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi 
akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya 
Obligasi yang dimilikinya. 

4.	 Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling 
sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang 
dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada 
Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan 
tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya 
KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan 
permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang 
tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat 
dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5.	 Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam 
RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk 
mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian Kembali 
Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai 
berikut:
1.	 pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian 

dijual kembali dengan harga pasar;
2.	 pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa 

Efek; 
3.	 pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal 

Penjatahan;
4.	 pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan 

Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan; 

5.	 pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian 
(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah 
memperoleh persetujuan RUPO;

6.	 pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak 
ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh 
pemerintah;

7.	 rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling 
lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi 
tersebut; 

8.	 pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian 
kembali Obligasi;

9.	 rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi 
tentang: 

	 (a)	 periode penawaran pembelian kembali;
	 (b)	 jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
	 (c)	 kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
	 (d)	 harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
	 (e)	 tata cara penyelesaian transaksi; 
	 (f)	 persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; 
	 (g)	 tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; 
	 (h)	 tata cara pembelian kembali Obligasi; dan 
	 (i)	 hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10.	 Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi 

setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi 
yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat 
dibeli kembali; 

11.	 Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual 
yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

12.	 Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:

	 (a)	 jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk 
masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun 
setelah TanggaI Penjatahan; 

	 (b)	 Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi 
Perseroan; dan

	 (c)	 Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual 
kembali;
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah 
terjadinya pembelian kembali Obligasi;

13.	 Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi 
kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling 
lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang 
meliputi antara lain: 

	 (a)	 jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan; 
	 (b)	 rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk 

dijual kembali; 
	 (c)	 harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 
	 (d)	 jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi; 
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14.	 pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika 
terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;

15.	 pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan 
ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi 
yang tidak dijamin; 

16.	 pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas 
pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; 

17.	 pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 
	 (a)	 hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak 

menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain 
dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

	 (b)	 pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, 
meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta 
manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan 
dijual kembali.

18.	 Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin (7) 
dan (8) di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk 
pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:

	 (a)	 situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan 
bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan

	 (b)	 situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri 
Petrochemical Tahap I Tahun 2020 setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya dan 
pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.
Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada 
Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan 
berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir                   
31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari 
Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) 
dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 
30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai 
laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain. 
Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio 
Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bing Harianto 
pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain 
mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.
Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan 
sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-101/D.04/2020 
tanggal 24 Maret 2020. Mengacu pada Penerapan Penyajian dan Pengungkapan Atas Informasi 
Keuangan Setelah Periode Tahun Buku atas surat OJK terebut, Perseroan menyajikan 
ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Maret 2020 dan 2019 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab 
manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US$)

KETERANGAN 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018

ASET    
Aset Lancar
Kas dan setara kas 623.916 660.158 726.714
Rekening bank yang dibatasi 

penggunaannya 10.604 3.146 18.144
Piutang usaha:

Pihak berelasi 19.956 25.913 19.768
Pihak ketiga – bersih 120.939 135.555 134.543

Piutang lain-lain
Pihak berelasi 5.209 2.005 1.452
Pihak ketiga 9.081 6.062 4.627

Persediaan – bersih 281.815 292.583 260.417
Pajak dibayar dimuka 136.238 155.018 154.039
Aset lancar lainnya 102.700 108.684 76.013
Jumlah Aset Lancar 1.310.458 1.389.124 1.395.717

Aset Tidak Lancar
Investasi pada entitas asosiasi - - 8.507
Uang muka pembelian aset tetap 56.942 64.462 21.982
Aset keuangan derivatif - 136 1.742
Tagihan restitusi pajak 5.755 6.776 6.505
Rekening bank yang dibatasi 

penggunaannya 4.572 4.572 9.098
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan 2.023.787 1.983.188 1.726.965
Aset tidak lancar lainnya 2.176 2.953 2.970
Jumlah Aset Tidak Lancar 2.093.232 2.062.087 1.777.769
JUMLAH ASET 3.403.690 3.451.211 3.173.486

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek 75.000 72 -
Utang usaha:

Pihak berelasi 34.163 23.181 6.916
Pihak ketiga 551.135 654.214 561.962

Utang lain-lain
Pihak berelasi - 480 -
Pihak ketiga 20.399 19.275 21.803

Utang pajak 3.441 3.988 4.163
Biaya yang masih harus dibayar 9.091 10.209 6.925
Uang muka pelanggan 6.228 4.496 9.529
Liabilitas jangka panjang yang jatuh 

tempo dalam satu tahun:
Utang bank 57.256 57.256 43.995
Utang obligasi 15.275 10.791 24.957

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 771.988 783.962 680.250

Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas pajak tangguhan - bersih 114.735 140.927 139.939
Liabilitas jangka panjang - setelah 

dikurangi bagian yang jatuh tempo 
dalam satu tahun:
Utang bank 255.069 267.230 136.165
Utang obligasi 467.281 452.508 402.948

Liabilitas keuangan derivatif 15.324 3.509 10.126
Liabilitas imbalan pasca kerja 38.488 39.631 31.679
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap 2.452 2.452 2.302
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 893.349 906.257 723.159
JUMLAH LIABILITAS 1.665.337 1.690.219 1.403.409

EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada 
pemilik Entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp200 

per saham
Modal dasar - 61.323.928.320 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 
17.833.520.260 saham 380.947 380.947 380.947

Tambahan modal disetor 459.075 459.075 459.075
Penghasilan komprehensif lain (8.133) (2.991) (3.543)
Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 22.939 22.939 19.339
Belum ditentukan penggunaannya 877.731 895.570 908.573

Jumlah ekuitas yang diatribusikan 
kepada pemilik Entitas induk 1.732.559 1.755.540 1.764.391

Kepentingan nonpengendali 5.794 5.452 5.686
JUMLAH EKUITAS 1.738.353 1.760.992 1.770.077
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.403.690 3.451.211 3.173.486

*) tidak diaudit/tidak direviu

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan US$)

KETERANGAN
31 Maret* 31 Desember

2020 2019 2019 2018
Pendapatan bersih 476.834 552.217 1.880.989 2.543.219
Beban pokok pendapatan 493.429 490.331 1.709.877 2.152.729
Laba (Rugi) Kotor (16.595) 61.886 171.112 390.490
Beban penjualan (10.813) (11.503) (41.510) (38.753)
Beban umum dan administrasi (8.672) (10.595) (43.032) (36.976)
Beban keuangan (15.839) (17.132) (56.387) (51.283)
Keuntungan (kerugian) atas 

instrumen keuangan derivatif 640 1.428 8.462 (4.788)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi - (8.504) (8.507) (14.893)
Kerugian kurs mata uang asing 

- bersih 1.987 1.334 (2.470) (8.053)
Keuntungan dan kerugian lain-lain 

- bersih 5.603 7.229 11.107 18.353
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (43.689) 24.143 38.775 254.097
Manfaat (Beban) pajak 

penghasilan - bersih 26.192 (6.531) (15.128) (71.781)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (17.497) 17.612 23.647 182.316
Penghasilan Komprehensif Lain
Pos yang tidak akan direklasifikasi 

ke laba rugi:
Pengukuran kembali atas 
program imbalan pasti, setelah 
pajak - (187) (1.754) 920

Pos yang akan direklasifikasi ke 
laba rugi:
Lindung nilai dalam rangka 
lindung nilai arus kas (5.142)
Keuntungan nilai wajar bersih 
atas aset keuangan tersedia 
untuk dijual - - 2.011 -
Selisih kurs karena penjabaran 
laporan keuangan - 108 273 (322)

Jumlah penghasilan komprehensif 
lain tahun berjalan, setelah pajak (5.142) (79) 530 598

Jumlah Penghasilan (Rugi) 
Komprehensif Tahun Berjalan (22.639) 17.533 24.177 182.914

Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang 
diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk (17.839) 17.265 22.882 181.651
Kepentingan nonpengendali 342 347 765 665

Laba (Rugi) tahun berjalan (17.497) 17.612 23.647  182.316 
Jumlah Penghasilan (Rugi) 

Komprehensif Tahun Berjalan 
diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk (22.981) 17.042 23.434 182.408
Kepentingan nonpengendali 342 491 743 506

Jumlah Penghasilan (Rugi) 
Komprehensif Tahun Berjalan (22.639) 17.533 24.177 182.914

Laba (Rugi) per saham dasar 
(dalam Dolar Amerika Serikat 
penuh) -0,0010 0,0010 0,0013 0,0102

*) tidak diaudit/tidak direviu

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018

Rasio Pertumbuhan
Pendapatan Bersih (%) -13,65 -26,04 5,16
Beban Pokok Pendapatan (%) 0,63 -20,57 14,90
Laba (Rugi) Kotor (%) -126,82 -56,18 -28,35
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%) -280,96 -84,74 -40,16
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan (%) -199,35 -87,03 -42,88
Jumlah Aset (%) -1,38 8,75 6,23
Jumlah Liabilitas (%) -1,47 20,44 6,44
Jumlah Ekuitas (%) 1,29 -0,51 6,07

Rasio Usaha
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan 

Bersih (%) -3,48 9,10 15,35
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap 

Pendapatan Bersih (%) -3,67 1,26 7,17
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha 

(hari) 28,53 30,22 25,31
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha 

(hari) 115,16 131,20 87,68
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari) 52,38 58,21 41,62

Rasio Keuangan
Rasio Lancar (%) 169,75 177,19 205,18
Imbal Hasil Aset (ROA) (%) -0,51 0,69 5,74
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%) -1,01 1,34 10,30
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah 

Ekuitas (%) 95,80 95,98 79,29
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah 

Aset (%) 48,93 48,97 44,22

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan 
dalam Perjanjian Utang

Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi 
(<50%) 33,74% 31,01% 25,88%

*) tidak diaudit/tidak direviu 

INFORMASI NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT
(untuk US$1 terhadap Rupiah)

Keterangan 31 Maret 31 Desember
2020 2019 2018

Nilai tukar rata-rata 16.367 13.901 14.481

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan 
dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan 
penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas 
laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus. 
Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada    
31 Desember 2019 dan 2018. 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir           
31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian dari 
Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte Network) 
dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 
30 Juni 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai 
laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain. 
Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan Perseroan dan Entitas Anak untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio 
Bing Eny & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bing Harianto 
pada tanggal 22 Maret 2019 yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain 
mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk.
Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Pendapatan Bersih
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, pendapatan Perseroan dan 
Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US$662.230 ribu atau 26,04% menjadi 
US$1.880.989 ribu dari sebelumnya US$2.543.219 ribu pada tahun yang berakhir tanggal  
31 Desember 2018, mencerminkan penurunan 8,41% pada volume penjualan serta penurunan 
19,26% pada harga jual rata-rata untuk produk Perseroan dan Entitas Anak. Pendapatan yang 
lebih rendah untuk tahun 2019 terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019.
Beban Pokok Pendapatan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, beban pokok pendapatan Perseroan dan 
Entitas Anak menurun sebesar US$442.852 ribu atau 20,57% menjadi US$1.709.877 ribu dari 
sebelumnya US$2.152.729 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal ini 
terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019.
Laba Kotor
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, laba kotor Perseroan dan Entitas Anak 
menurun sebesar US$219.378 ribu atau 56,18% menjadi US$171.112 ribu dari sebelumnya 
US$390.490 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama 
disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019 yang mengakibatkan penurunan pada 
jumlah pendapatan pada tahun berjalan.
Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, beban penjualan dan beban umum dan 
administrasi Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar US$8.813 ribu atau 11,64% menjadi 
US$84.542 ribu dari sebelumnya US$75.729 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 
2018. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan pada tahun 2019.
Beban Keuangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar US$5.104 ribu jika dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang terutama disebabkan oleh biaya 
beban bunga dari pinjaman berjangka US$191 juta dan penambahan utang obligasi.
Penghasilan (beban) lain-lain
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penghasilan (beban) lain-lain 
Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US$17.973 ribu atau sebesar 
191,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari 
beban lainnya sebesar US$9.381 ribu menjadi penghasilan lainnya sebesar US$8.592 ribu, 
yang terutama disebabkan oleh keuntungan atas instrumen keuangan derivatif yang meningkat 
sebesar US$13.250 ribu dan adanya penurunan penerimaan restitusi pajak di tahun 2019.
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, beban pajak penghasilan 
Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US$56.653 ribu 
atau sebesar 78,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018, dari sebesar US$71.781 ribu menjadi sebesar US$15.128 ribu, yang 
terutama disebabkan oleh adanya penurunan laba sebelum pajak Perseroan sebesar 
US$215.322 ribu atau 84,74% menjadi US$38.775 ribu dari sebelumnya US$254.097 ribu pada 
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Laba Tahun Berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, laba tahun berjalan Perseroan dan 
Entitas Anak menurun sebesar US$158.669 ribu atau 87,03% menjadi US$23.647 ribu dari 
sebelumnya US$182.316 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Hal ini 
terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019 yang mengakibatkan 
penurunan pada jumlah pendapatan pada tahun berjalan.
Jumlah laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 
US$22.882 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan US$181.651 
ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Jumlah laba periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar 
US$765 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan US$665 ribu pada 
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, penghasilan komprehensif tahun berjalan 
Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US$158.737 ribu atau 86,78% 
menjadi US$24.177 ribu dari sebelumnya US$182.914 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 
31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya TAM pada kuartal 3 tahun 2019 
yang mengakibatkan penurunan pada jumlah pendapatan pada tahun berjalan.
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk sebesar US$23.434 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 
US$182.408 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non 
pengendali sebesar US$743 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 
dan US$506 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Aset Lancar
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018
Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami 
penurunan sebesar US$6.593 ribu atau 0,47% menjadi US$1.389.124 ribu jika dibandingkan 
dengan US$1.395.717 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh 
penurunan pada kas dan setara kas dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya diimbangi 
dengan kenaikan pada persediaan, piutang usaha, piutang lain-lain, pajak dibayar dimuka dan 
aset lancar lainnya. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:
•	 Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar US$66.556 ribu atau sebesar 9,16% 

yang disebabkan oleh penggunaan kas untuk perolehan aset tetap, beban keuangan, 
pembayaran utang jangka panjang dan pembayaran bunga, diimbangi dengan penerimaan 
kas dari aktivitas operasi dan pendanaan;

•	 Rekening bank yang dibatasi penggunaannya mengalami penurunan sebesar US$14.998 
ribu atau sebesar 82,66% yang disebabkan oleh penarikan saldo rekening bank yang 
dibatasi penggunaannya pada tahun berjalan;

•	 Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar US$7.157 ribu atau sebesar 4,64% yang 
disebabkan oleh peningkatan penjualan pada bulan Desember 2019 dibandingkan pada 
bulan Desember 2018;

•	 Piutang lain-lain mengalami peningkatan sebesar US$1.988 ribu atau sebesar 32,70% yang 
sebagian besar merupakan piutang atas biaya pelabuhan dan water treatment;

•	 Persediaan mengalami peningkatan sebesar US$32.166 ribu atau sebesar 12,35% 
yang disebabkan oleh kenaikan volume bahan baku dan barang jadi, diimbangi dengan 
penurunan barang dalam proses; dan

•	 Aset lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar US$32.671 ribu atau sebesar 42,98% 
yang disebabkan oleh kenaikan uang muka, biaya dibayar dimuka serta aset keuangan 
lancar lainnya.

Aset Tidak Lancar
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018
Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak 
mengalami peningkatan sebesar US$284.318 ribu atau 15,99% menjadi US$2.062.087 ribu jika 
dibandingkan dengan US$1.777.769 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap Perseroan dan uang muka pembelian aset tetap, 
diimbangi dengan penurunan pada investasi pada entitas asosiasi dan rekening bank yang 
dibatasi penggunaannya. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:
•	 Aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap yang mengalami peningkatan masing-

masing sebesar US$256.223 ribu dan US$42.480 ribu atau sebesar 14,84% dan 193,25% 
yang disebabkan oleh proyek perluasan Perseroan yang sedang berlangsung;

•	 Investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan sebesar US$8.507 ribu atau sebesar 
100% yang disebabkan oleh kerugian pada tahun berjalan yang dicatat entitas asosiasi; dan

•	 Rekening bank yang dibatasi penggunaannya mengalami penurunan sebesar US$4.526 
ribu atau sebesar 49,75% yang disebabkan oleh adanya penarikan pada rekening bank 
Perseroan.

Jumlah Aset
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018
Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak mengalami 
peningkatan sebesar US$277.725 ribu atau 8,75% menjadi US$3.451.211 ribu dari sebelumnya 
US$3.173.486 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh 
peningkatan aset tetap sebagai akibat adanya proyek ekspansi Perseroan, diimbangi dengan 
penurunan pada kas dan setara kas dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya.
Liabilitas Jangka Pendek
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018
Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak 
mengalami peningkatan sebesar US$103.712 ribu atau 15,25% menjadi US$783.962 ribu jika 
dibandingkan dengan US$680.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang bank 
yang jatuh tempo dalam satu tahun, diimbangi dengan penurunan utang obligasi, uang muka 
pelanggan, utang pajak dan utang lain-lain. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan 
yang signifikan adalah:
•	 Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US$108.517 ribu atau sebesar 19,08% 

yang disebabkan oleh meningkatnya volume pembelian bahan baku pada Desember 2019;
•	 Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami peningkatan sebesar 

US$13.261 ribu atau sebesar 30,14% yang disebabkan terdapat pinjaman yang akan jatuh 
tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun; dan

•	 Utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami penurunan sebesar 
US$14.166 ribu atau sebesar 56,76% yang disebabkan terdapat utang obligasi yang akan 
jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun

Liabilitas Jangka Panjang
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018
Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak 
mengalami peningkatan sebesar US$183.098 ribu atau 25,32% menjadi US$906.257 ribu jika 
dibandingkan dengan US$723.159 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama 
disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang, utang obligasi, liabilitas imbalan 
pasca kerja, liabilitas pajak tangguhan dan estimasi biaya pembongkaran aset tetap, diimbangi 
dengan penurunan liabilitas keuangan derivatif. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan 
yang signifikan adalah:
•	 Utang bank yang mengalami peningkatan sebesar US$131.065 ribu atau sebesar 96,25% 

yang disebabkan oleh adanya penambahan utang bank pada tahun berjalan;
•	 Utang obligasi yang mengalami peningkatan sebesar US$49.560 ribu atau sebesar 12,30% 

yang disebabkan oleh penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical 
Tahap II tahun 2019;

•	 Liabilitas imbalan pasca kerja mengalami peningkatan sebesar US$7.952 ribu atau sebesar 
25,10% yang disebabkan oleh adanya kerugian aktuarial yang timbul atas perubahan 
asumsi pada tahun berjalan.

Jumlah Liabilitas
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018
Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami 
peningkatan sebesar US$286.810 ribu atau 20,44% menjadi US$1.690.219 ribu dari 
sebelumnya US$1.403.409 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan 
oleh peningkatan utang bank jangka panjang dan utang obligasi, diimbangi dengan penurunan 
utang lain-lain, uang muka pelanggan dan liabilitas keuangan derivatif. 
Ekuitas
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018
Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami 
penurunan sebesar US$9.085 ribu atau 0,51% menjadi US$1.760.992 ribu dari sebelumnya 
US$1.770.077 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan 
saldo laba tahun berjalan dan pengurangan untuk pembayaran dividen Perseroan sebesar 
US$33.262ribu.
Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian 
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operas
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kas bersih yang diperoleh dari 
aktivitas operasi adalah sebesar US$238.133 ribu. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 
40,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari 
sebesar US$403.515 ribu menjadi sebesar US$238.133 ribu, yang terutama disebabkan 
oleh penurunan pada penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan pembayaran pajak 
penghasilan.
Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kas bersih yang digunakan untuk 
aktivitas investasi adalah sebesar US$411.870 ribu. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas 
investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan 
sebesar 11,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 
dari sebesar US$369.551 ribu menjadi sebesar US$411.870 ribu, yang terutama disebabkan 
oleh peningkatan pada pembayaran uang muka pembelian aset tetap dan penempatan pada 
aset keuangan lancar lainnya. 
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kas bersih yang diperoleh dari 
aktivitas pendanaan adalah sebesar US$107.181 ribu. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas 
pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan 
sebesar 171,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 
dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US$149.786 ribu menjadi 
kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US$107.181 ribu, yang terutama 
disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang bank jangka panjang dan penerbitan Obligasi 
Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 diimbangi dengan pembayaran 
dividen, pembayaran utang obligasi dan pembayaran beban keuangan tahun berjalan.
Belanja Modal
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, belanja modal Perseroan adalah 
sebesar US$384.965 ribu dan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar US$354.029 
ribu untuk proyek-proyek debottlenecking dan peningkatan pabrik.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha 
Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa 
risiko yang dihadapi sesuai dengan profil risiko Perseroan dari bobot tertinggi hingga terendah 
adalah sebagai berikut: 
A.	 Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha 

Perseroan 
Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan 
terhadap profitabilitas Perseroan 
Tingkat dan marjin utilisasi kapasitas dalam industri petrokimia secara historis telah 
mengalami tingkat musiman yang tinggi. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap 
perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. 
Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat 
aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan 
kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dengan kondisi 
ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Pasokan dipengaruhi oleh 
penambahan kapasitas yang signifikan, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan 
pertumbuhan permintaan yang sesuai, tingkat dan marjin operasi industri rata-rata akan 
mengalami tekanan. Pasokan merupakan komponen yang sangat penting bagi harga 
produk petrokimia Perseroan dan oleh karena itu yang pada akhirnya mempengaruhi marjin 
kotor Perseroan.

B.	 Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung 
Yang Dapat Mempengaruhi Segmen Usaha Petrokimia

	 1.	 Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak 
material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

	 2.	 Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan 
memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan 
marjin Perseroan.

	 3.	 Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas dan 
pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.

	 4.	 Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau 
meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan 
terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.

	 5.	 Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar 
kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak 
terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil 
operasional Perseroan.

	 6.	 Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan 
penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap 
kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat 
memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan dan hasil operasional Perseroan.

	 7.	 Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, 
proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus.

	 8.	 Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini 
dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan 
untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat 
mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

	 9.	 Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan 
dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan 
Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.

	 10.	 Tindakan Pemegang Saham Utama Perseroan dan/atau perusahaan asosiasinya 
dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

	 11.	 Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif 
pada polyethylene dan polypropylene yang diimpor dapat berdampak merugikan 
terhadap profitabilitas Perseroan.

	 12.	 Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh 
asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap 
kegiatan usaha Perseroan.

	 13.	 Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi 
kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada 
kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.

	 14.	 Perseroan bergantung pada penyedia pihak ketiga untuk beragam aspek dalam 
kegiatan usaha Perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi 
kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil 
operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

	 15.	 Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan 
izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan 
kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat berdampak material yang merugikan 
terhadap kegiatan usaha Perseroan.

	 16.	 Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan 
Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki 
pengetahuan dalam industri terkait.

	 17.	 Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan 
terhadap hasil operasional Perseroan.

	 18.	 Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan 
operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area 
ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.

	 19.	 Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan 
dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional 
dan prospek Perseroan.

	 20.	 Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan 
dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak 
merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

	 21.	 Risiko investasi dan/atau aksi korporasi.
C.	 Risiko Umum
	 1.	 Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak 

negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
	 2.	 Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan 

terhadap Perseroan.
	 3.	 Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial 

dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha 
Perseroan.

	 4.	 Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan 
bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah 
minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan 
usaha Perseroan.

	 5.	 Aktivitas ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, 
pelanggan Perseroan, dan perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya 
dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan 
hasil operasional Perseroan.

	 6.	 Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan 
lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat 
menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan 
Perseroan.

	 7.	 Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat 
berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.

	 8.	 Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi 
keuangan dan hasil operasional Perseroan.

	 9.	 Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia bisa 
berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

	 10.	 Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling 
bertentangan, pajak dan pungutan.

	 11.	 Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha. 
	 12.	 Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak 

merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. 
D.	 Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi
	 1.	 Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara 

lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
	 2.	 Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan 

pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau 
kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam 
perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan 
perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan 
sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-101/D.04/2020 
tanggal 24 Maret 2020. Mengacu pada Penerapan Penyajian dan Pengungkapan Atas Informasi 
Keuangan Setelah Periode Tahun Buku atas surat OJK terebut, Perseroan menyajikan 
ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Maret 2020 dan 2019 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab 
manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.
Pada tanggal 4 Juni 2020, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian 
yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik untuk periode tiga bulan yang berakhir                                
31 Maret 2020 dan 2019. Laporan keuangan tersebut digunakan Perseroan untuk 
memanfaatkan ketentuan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai dengan 
Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 
2020. Tidak ada fakta material dan perubahan signifikan yang terjadi dari tanggal 31 Maret 2020 
hingga Prospektus diterbitkan.
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan 
hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen 
yang telah diterbitkan tanggal 30 Juni 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan 
Entitas Anak sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan 
Pendaftaran. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang 
berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (bagian 
dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan dari Deloitte 
Network) dengan laporan auditor independen yang menyatakan opini tanpa modifikasian 
dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan 
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 diaudit oleh 
auditor independen lain.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA 
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan
Susunan permodalan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Mei 2020 
sebagaimana yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, adalah 
sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan
Nilai Nominal Rp200,- per saham

(%)Jumlah Saham Jumlah Nominal 
(Rp)

Modal Dasar 61.323.928.320 12.264.785.664.000
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh

Barito Pacific* 7.469.417.600 1.493.883.520.000 41,88
SCG Chemicals 5.451.715.305 1.090.343.061.000 30,57
Prajogo Pangestu 2.673.569.495 534.713.899.000 14,99
Marigold 846.810.930 169.362.186.000 4,75
Erwin Ciputra 30.560.600 6.112.120.000 0,17
Lim Chong Thian 243.775 48.755.000 0,00
Fransiskus Ruly Aryawan 82.500 16.500.000 0,00
Masyarakat 1.361.120.055 272.224.011.000 7,64

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 17.833.520.260 3.566.704.052.000 100,00

Saham dalam Portepel 43.490.408.060 8.698.081.612.000
Keterangan:
*	 630.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited 

berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala 
Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai tertanggal 27 Februari 2020 dari Barito Pacific 
kepada Perseroan dan lebih lanjut pada 24 Maret 2020 berdasarkan Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific 
kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Barito Pacific di 
Perseroan yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited.

Manajemen Dan Pengawasan
Perseroan selaku Perusahaan Publik telah memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang 
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten. Pada tanggal Prospektus diterbitkan, susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 77, tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., 
Notaris di Jakarta (“Akta No. 77/2018”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, 
S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 36/2018”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah 
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 41/2018”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 
126 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta Selatan (“Akta No. 126/2019”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 75 tanggal 
15 November 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta 
Selatan (“Akta No. 75/2019”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris * : Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris * : Tan Ek Kia
Komisaris * : Ho Hon Cheong
Komisaris : Agus Salim Pangestu
Komisaris : Lim Chong Thian
Komisaris : Thammasak Sethaudom
Komisaris : Tanawong Areeratchakul

Direksi
Presiden Direktur : Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu
Direktur : Andre Khor Kah Hin
Direktur : Somkoun Sriwattagaphong
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Suryandi

*) Merangkap sebagai Komisaris Independen

Kegiatan Usaha
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dijelaskan bahwa kegiatan usaha Perseroan adalah 
dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.
Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan 
mengoperasikan satu-satunya pabrik naphtha cracker, styrene monomer (melalui Entitas Anak, 
SMI), dan butadiene di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil polypropylene terbesar 
dan produsen polyethylene utama di Indonesia.
Produk Utama
Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:
1.	 Olefins, terdiri dari ethylene dan propylene serta produk sampingannya, seperti pygas dan 

mixed-C4;
2.	 Polyolefins, terdiri dari polyethylene dan polypropylene;
3.	 Styrene Monomer; dan
4.	 Butadiene. 
Bahan Baku
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, seluruh naphtha, kondensat, dan benzene 
yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar ethylene dan mixed C4 
yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 27% dari 
propylene yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal. 
Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya naphtha dan benzene yang dikategorikan sebagai 
“bahan baku”. Mengingat Perseroan juga memproduksi ethylene, propylene dan mixed C4, 
Perseroan mengkategorikannya sebagai “bahan jadi”.
Bahan Baku, Bahan Kimia dan Persediaan Habis Pakai Lainnya
Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi 
Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, butene-1, hexane, 
polyethylene film untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi 
polyethylene dan polypropylene. Selain itu, pabrik produksi Perseroan juga mengharuskan 
penggunaan jumlah listrik yang signifikan.
Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya naphtha dan benzene yang dikategorikan sebagai 
“bahan baku”. Mengingat Perseroan juga memproduksi ethylene, propylene dan mixed C4, 
Perseroan mengkategorikannya sebagai “bahan jadi”.
Keterangan Mengenai Perusahaan Anak
Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.
Nama 

Entitas 
Anak

Domisili Kegiatan 
Usaha

Status 
Operasional Pendirian Ke-

pemilikan
Tahun 

Penyertaan

Total Aset 
Entitas Anak 

terhadap 
Total Aset 

Konsolidasian

Total Pendapatan 
Entitas Anak 

terhadap Total 
Pendapatan 

Konsolidasian
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung
1. SMI Jakarta 

Barat
Industri 
styrene 
monomer dan 
ethylbenzene

Beroperasi 1991 99,99% 2007 10,06% 19,83%

2. Altus Singapura Keuangan Beroperasi 2009 100,00% 2009 0,00% 0,00%
3. CAP-2 Jakarta 

Barat
Olefins Belum 

Beroperasi 
Secara 

Komersial

2017 99,00% 2017 7,68% 0,00%

Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung
1. RPU Jakarta 

Selatan
Jasa tangki 
penyimpanan, 
pengangkutan 
dan 
pengelolaan 
dermaga

Beroperasi 1983 50,75%  
melalui 

SMI

2007 0,25% 0,25%

PERPAJAKAN

Calon pembeli obligasi dalam penawaran umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan 
konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, 
pemilikan maupun penjualan atau pengalihan dengan cara lain obligasi yang dibeli melalui 
penawaran umum ini.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	 : Assegaf Hamzah & Partners (AHP)
Akuntan Publik	 : KAP Imelda & Rekan (Deloitte)
Notaris	 : Dedy Syamri, SH
Wali Amanat	 : PT Bank BTN (Persero) Tbk
Pemeringkat Efek	 : PT Pemeringkat Efek Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Keterangan mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII dalam 
Prospektus.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dalam bentuk 
softcopy melalui email dan faksimile maupun hardcopy pada kantor para Penjamin Pelaksana 
Emisi Obligasi dari tanggal 18-19 Agustus 2020 sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41

Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Tel. (021) 23587222

Faks. (021) 2358 7250, 7290, 7300
www.bcasekuritas.co.id
cf@bcasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I Lt. 24-25

Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55
Jakarta 12190

Tel. (021) 5263445
Faks. (021) 5263507

www.mandirisekuritas.co.id
divisi-ib@mandirisek.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN 
LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI 

YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.


